KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
EKEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR ¢4 TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM

KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINS] KALTVANTAN SELATAN

Menimbang -

Merginzat =15

bahwa setiap madrasah welib mendapatkan lzin pendirian
madrasah; [

bahwa schubungan denpgan hilangnya Surar Keputisan
Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perly | memberikian
Surat Keputusan Pengganti.

bahwa madrasah sebagaimana tercanlum dalam Lampiran
Keputusan i telah memenuhi perayvaretan untuk
diberiltan  Surat Kepulpsan Penppanli I=in  Pendirian
Mardrasah: -

Dethwa Dordesarkan pertimbangan sebagaimanas dimalesud
dalam Twmi &7 huaraf L, den husdl *e’, perly
menetapkan  Keputusan — Kepala  Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti lzin
Pendirian /Operasional Madrassh Ibtidaiyvah Darul Ulum
Kabupaten Balangan,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nastonal (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Neomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 4301},

Peraturan Pemerintah Nomoer 19 Tahun 2005 tenlang
Standar Nasional Pendidiken (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taehan 2005 Nomors 41, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1196| sebagaimana telah



Memperhatlan

3.

i,

2.

=

diubah dengan Peraturan Pesmerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2013 Nomer
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoénesia Nomaor
5410;

Peraturan Pemerintall Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 9i; Tambahan Lembaran
Negara Republil Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
‘Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 | Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tehun 2010 tentang Perubanan atas
Peraturan [Memerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang
Mengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidilan (Lembaran
Negara PRepublik Indonesia Tahun 2010 Nemor |12,
Tambahan Lemharan Negara Republile Indonesia Nomaor
BLIET)

Peraturan Menterz Pendidikan MNasional Nompr 24 Tanun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasgrana untuk
Sckolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah, dar Sekelah Menengah
‘Atas/ Madrasah Allyah;

Peraturat Menterl Pendidikan Nasional MNomor 15 Tahuan
2010 tentang Standar Pelavanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota schbagaimana telah diubah  menjadi
Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23
Tahun 2012 tentang Perubahian atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomeor |5 Tahun 2010 tentang
Standar Peiayvanan Minimal Pendidilcan di Kabupaten/Kota,

Peraliran Menterl Agamia Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Pervelenggarann  Pendidikan Madrasah  [Denta  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382

Keputisan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
5885 Tahun 2015 tentanp Petunjuk Teknis Perpanjangan
lzin Pendirian Madrasah, Penerbitan Suaral Keputusan
Pengeanti 1zin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Sural Keterangan Kerusakan Dolkumen [2in
Pendlrian Madrasah,

Rekomendasi dari Kepala Fantor Kementerien Agama
Kabupaten Balangan Nomor ; 1295 /Kl 17.08-
2/Pp.00.4 /09,2016 Tanggd] 26 Seplember 2016



Menetaplkan

KESATU

REDUA

RETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH DARUL ULUM KABUPATEN BALANGAN.

: Memberikan Surat Keputusan Penggani lzin
Pendirian/Operasional  Madrasahh  vang Hilang  kepada
madrasal sebagaimana lercanium  dalam Lampiran yang
merupakan bagan tidak erpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemmberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersanghkutan melakukan  pelanggaran  sesual  dengan
kerentuan peraturan perandang-undangzan,

: Keputusan ini mulad berlala pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Januari 2017

a.n. Menten Agauma
—epala Kantor Wilayah,
Tt
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LAMPIHAN |

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGATMA PROVINGI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR ?i; TAITUN 2017

TENTANG PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN PENCGCRANTI [ZIN
PENDIRIAN (OPERASIONAL MADFRASAH
IBTIDAIYAH DARUL ULUM KABUPATEN
HALANCAN

TENTANG

[DENTITAS MADRASAL YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
EZIN PENDIRIAN MADRABAH

MNama Madrasah

Madrasah Thtidaivah {2arul Ulam

2 | Nomor Statistilkc Madrasah | 111263110001
3 | Alamat Madrasah | J1, Papuvuan BT 01
RDesa/Keluraban Papuyuan
Kecamaltah Lampibvng
Kabupaten Balangan
Provinsi Kelimantan Selatan
4 | Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Darul Ulum Papuyuan
3 | Akte Notarls Organisasi Nomor 52 Tahun 2016
Penyvelenggara ]
6 | Pengesahan Akte Nolaris SK MENKUMIAM RI Tanggal 22 April

Organisasl Penyelenggars

2016

Ditetapkan di Banjartnasin
pada tanggal 25 Januari 2017

ggeanier] Agama
N fEwmii. Kantor Wilayah,
ok




